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Menimbang:•a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dala.m Pa.sal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undan.g Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sehingga dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten 

• BumbaTimur' Tahun Anggaran 2019, maka Bupati pcrlu mengajukan laporan keuangan yang telah dipcriksa. 
oleh Badan_ Pemeriksa Keu~gan sebagai pertanggungf Tban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;~ 
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b. bah berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu m.embentuk Peraturan Daerah 
tcntang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumba Timur 
T; un Anggaran 2'019; 

Mengin.gat.. 1. Undang ... Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pem.bentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Oacrah .. dacrah Tingkat I. Bali, Nusa Tcnggara Baral dan. Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2.. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. 
Kolusi dan Ncpodsme :(Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 19'99 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 385 I]; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tLembaran Negara Rcp,ublik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun .2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang ... Undan.g Nomor 15 Tahun 2004 tcntang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4400), 

~·-- f.!~_dang-:!)nd~g Nomor 25 Tahun 2004 ten.tang Sistcm Pcrcncanaan Pc.mbangu.nan Nasional (Lcmbaran N'egara 
RC.PUblik Indonesia T~~ 2004 Nox"iiort64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N'omar 4421); - 

7. Undang-Undang Nomor ~3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemcrintah Pusat dan 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

.. Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomo:, 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indqnesia Nomor 5049) 
9. Undan.g-Undang Nomor 12 Tah.un 2011 tentang Pe·mbentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lcmbaran 

Neg~ Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia N'omor 
5234);~ 
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. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang lnformasi Kcuangan Daerah (Lembaran Negara R.cpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor• 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ·Nomor 45T7); • 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan 
Minimal. (Lembar_ an N- e,ara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4585);~ 

10. Undang ... Undang Nomor 23 Tahun 201.4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kcdua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 5679); 

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dcngan Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keti_ga Atas Pcraturan Pernerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13 .. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Ta.bun 20()5 ~~fI!Or 136, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4574); . 

14. Peraturan Pemerintah No~o~ ssTahun ·200,s ten.tang-[)~~ P~ri~b~g~- (Lembarall.~Ncgara Rcpublilc lndoneeia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575,); • 
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Bcrbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

26. P~ra~an Da-erah Kabupaten Sumba_ Tim~r No111or 1 Tahun 2005 tentang Kedu_ dukan .Protokolcr dan Keuang~- 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerallt 

Pengelolaan Keuangan Daerah; - - - ---- ---~ - - -- - - -- -- . - . - - 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tcntang Pcdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, scbagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 123 Tahun 2018 tcntang Pcrubahan Keempat Atas 

• 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tcntang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; • 

25. Peraturan Mcn.teri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penctapan Standar Akuntansi Pcm.erintahan 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sehagaimaoa telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Mcntcri Dalarn Ncgcri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman 

18. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo.r 2S, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4614): 

19. Pcraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerinta.han Antara Pemerintah, 
Pcmerintahan. Dacrah Provinai dan Pemcrintahan Daerah Kabupatcn/ Kota (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 N·omor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pcmerintah · Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pcmcrintah · Nomor 12 Tahun 2017 tcntang Pcmbinaan dan Pengawasan Penyclcnggaraan 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Kcuangan Oacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 
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Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 
111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumba Timur 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Kctiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 
Tahun 2005 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Dacrah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Daerah ~bup~ten Sumba Timur Nomor 151); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 181)1; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Nomor 198); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Pcrolchan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran-Daerah Kabupaten Suinba Timur Tahuri-2-010 Nomor 210, Tambalian""Lembaran-rla.erah~__:_ 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 199); 
• 3,l. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Swnba Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Tahun 
2018 Nomor 37 Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 7S9); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2019 tcntang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Bclanja Daerah Kab-upatcn Sumba Timur Tahun Anggar_an_ 2_019 (Lembar_.an_ Daerah Kabypatcn. Sumba Timur 
Tahun 2019 Nomor 36 Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 801);~ 
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11. 

10. 

8. 
9. 

7. 
6. 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur 
2. Pemerintah Daerah adalah Pcmerlntah Kabupaten Bumba Timur 
3. · Bupati adalah Bupati Sumba. Timur 
4.. Sekrc~s Daerah yang selanjutnya disingkat Sckda adalah Sckretaris Dacrah Kabupatcn Sumba Timur. 
5. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah yang selanjutnya disingkat APB.D adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dacrah Kabupaten Sumba Timur. • 
Pendapa.tan Dacrah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pcnambah nilai kckayaan bersih .. 

' Belanja Daerah adalah kewajiban. Pemerintah Daerah yang diakui scbagai pengurang nilai kekayaan bersih .. 
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pcndapatan daerah dan belanja daerah. . . 

• Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pcndapatan daerah dan bclanja dacrah. 
Pcmbiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang pcrlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditcrima 
kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang. s. elanjutny~ d\singkat SiLPA adalah selisih lebih rcalisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaranv 

B,ABI 
KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

MEMUTUSKAN : 

Mcnet.a.pkarc PERATURAlf DAERAII TENTANO PERTAlfGGUNGJAWABAN' PELAKSANAAK AIIGGARAlf 
PENDAPATAlf DA?t B.ELAlfJA DAERAII KABUPATER BUMBA TIMUR TABUR ANGGARAII 2019. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
dan 

BUPATI SUMBA TIMUR 

Dengan Persetujuan Beraama 
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a. .. pe·ndapatan Rp. 1.234. 923.045.599,29 
b. bclanja dan Transfer Rp. 1.212:292.230.086.00 • 
c .. surplus/ defisit Rp. 14.923.815.S13t29 
d .. pembiayaan 

1. Pcnerimaan Rp. 29.600.969.738,96 
• 2 .. Pcngcluaran R.p. o.og L • 

pembiayaan neto Rp. 29.600.969 ... 738,96 .. 

Paul .3 

Laporan realisaei anfigW tahun anggaran 20 l 9-scbigwmana-aimllk~ud-dalam-Pasat 2 ayat r11 hunir a scbagai berikut; 

(2) Laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan 
Badan Usaha Milik. Daerah/Perusahaara Dacrah 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pa.Sal 2 

(1) Pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: 
a, laporan realisasi anggaran; 
b, lapor~ perubahan saldo anggaran lcbih; 

.. : ·C. neraca, . 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas 
r. laporan perubahan ekuitas; 
g. catatan atas laporan keuangan. 

I • • 
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• 
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran. pembiayaan sejumlah. Rp.0,00 dengan rincian sebagai bcrikut : 

l. anggaran pcngcluaran pembiayaan setelah pcrubahan Rp. o.oo 
2. realisasi Rp. 0,00 

sclisih lebih/(kurang) Rp 0,00 
• f. selisih anggaran dengan realisasi pembigyaan ncto sejumlah (Rp .. 23.156.021,00) dengan rincian scbagai berikut ·: 

• 1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp.29 .. 624.125.759,96 
1. realisasi Rp. 29 .600. 969. 738, 96 '· 

selisih lebih/(kurang) {Rp. 23.156.021,00)~ 

Uraian laporan realisasl anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: 
a. sclisih anggaran dengan realisasi pendapatan. sejumlah (Rp .. 34.152.906.583,71) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pcndapatan setclah perubahan Rp. l.269.075.952.183,00 
2. realisasi Rp. l.234.923 .. 045.599,29 

sclisih lebih/(kurang) [Rp. 34.152 .. 906.583,71) 
I •' 

b. selisih anggaran dcngan rcalisasi belanj~·· dan transfer sejumlah (Rp. 78.700.847.856,96) dcngan rincian sebagai bcrikut: 
L anggaran bclanja dan transfer setelah pcrubahan Rp,.1.298.700.077 ', 942,96 
2. rcalisasi Rp.1.219.999.230.086,00 

sclisih lebih/(kurang) (Rp·. 78.700.847.856,96) 
c.. selisih anggaran dengan realisasi surplus/dcfisit sejumlahRp. 44.547.941.273,25 dengan rincian sebagai. berikut :. 

1.. anggaran Surplusrdefisit setelah perubahan (Rp .. 29.624.125.759,96) 
2. realisasi Surplus/defisit sctelah perubahan Rp,. 14 .. 923.815.513._79 

sclisih lcbih/(kurang) Rp. 44.547.941.273,25 
d. Sclisih anggaran dcngan realisasi pencrimaan pcmbiayaan sejumlah (Rp. 23.156.021,00) de·ngan rincian ~ebagai bcrikut: 

I. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 29.624.125 .. 759,96 
·· ·- -- 2;· rcalisasi·- -- Rp. 2'9.600.969.738,96 

selieih lebih/(kurang) (R.p. --23.15-6.02°1,00)-~ --- 

Pasal 4 
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173. 903.22L 276,051 
4 l ... 906.012.583.98)1J 

Rp .. 

(Ro. 

b. surplus/ defisit laporan operasicnal 
c. dampak kumu1ati( perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 

• 
Laporan pen:amb.an ekuitas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf d per 31 Dcsc.mbcr tahun 2019 sebagai berikut: 

a. ek.ultas awal. Rp. 2.044.206.966.803, l l 

Pual7 

173.903.221.276,0S Rp. 
0,00 Rp. 

Rp, L 134.009.486.628.28 
Rp. 962.602.M.Z.384.74 
Rp. l 71.406.639 .. 243,54 

.Rp. 2.496.582 .. 0~2.51 

Rp.. 173.903.22.1.276,05 

a. pcndapatao 
b. beban 

c. surplus/ Deli.sit dan Kegiatan operasi(a ... b) 
--- ---d.-sUrplus/Odisit dari Kcgiatan Non. operasional 

e, surplu.s/Dcfisit sebclum pos Luar Biasa(c+d), 

r. jumlah Pos Luar Bia&a 
g. surplus/ de&sit laporan opcrasional(c+j) 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 3~ Descmber tahun 2019 seba_gai bcrikut .. 

Pasal 6 

Rp, 44 .. 524.785 .. 252,25 
BP.~· o ..... o~o-· 

Rp. 29.624.125 759,96 
Rp. 29.532.002.324,96 
Rp. 44~52·4. 785.25'2,25 
(Rp.. 92.123 .. 435,00) 

a. saldo angpm.n lebih awal 
b. pcnggunaao saldo an.ggaran lebih sebagai pene.rimaan pembiayaan tahun berjalan 
c. sisa lcbih/knrang pcmbiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) 
d. korcksi kesalahan pembukuan tahun sebclumnya 
c. lain-1.ain 
r. saldo anggaran. lebih .akhir{a-b+c+d+e) 

Pasal 5 

Laporan perubaban saldo anggaran lcbih scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2019 
·sebagai berikut.: 
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CR.p. 1 O. 287 •. 554 t285100) 
Rp - 4.705.227 .942,29 
BP·_ 21.~~1§11.!72.2§ 

• Rp. 26.210.039.422,25 
Rp. 323.998.872.00 
Rp~ 26.895.303,00 
Rp. 1.159.612.810,00 

• Rp . 4 .029. 935.390,00 • 
Ro._ 12.~l .121l,Z~!l.OOt 
Rp. 44 .. 5.51 .680.555.251 · 

'Paul 9 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r per 31 Descmbcr tahun 2019 sebagai berikut: 
a. arus kas bcrsih dari aktivitas operasi Rp. 300.635.557 .454,29 
b. arus kas bersih dari aktivitas investaai (Rp. 285.711.741.941,.00) 
c. arus kas bersih dari aktivitas pcndanaan R.p. 68.967.414,00· 
d. arus kas bersih dari. aktivitas transitoris 
e, kenaikan/pcnuninan kas (a+b+c+d) - 
r. saldo awal kas BUD 
g. saldo akhir kas di BUD (e+f) 
h, leas di bendahara pengeluaran 
I, kas di bendahara penerimaan 
j. saldo akhir leas di BLUD 
k.. saldo akhir ka.s di FKTP 
1. saldo akhir di Dikdkas Negeri (BOS APBN) 
m. saldo akhtr leas (g+h+i+J+kl 

2.188.422.390.058, 18 Rp. 

2. l 76.204.175.495, 18 Rp. c. jumlah ckuitas 

d, jumlah kcwajiban dan ekuitas (b+c) 

Paaal 8 

Neraca sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (l)huruf e per 31 Dcscmber tahun 2019 scbagai berikut: 
a. jumlah aset Rp. 2.188.422.~90.058,18 

b. jumlah kcwajiban Rp.. 12.218.214.563,00 

Rp. 2.176.204.175.495, 18 d.. ekuitas akhir (a+b+c) 
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• 
7.. Lampiran I. 7: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tctap daerah; 

8.. Lampiran 1.8: Daftar realisasi penambahan dan pchgurangan asct lainnya; 

9. Lampiran J.. 9 : Daftar kegiatan ... kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kcmbali dalam 
• 

tahun anggaran berikutnya; · 

.10. Lampiran I. 10: Daftar dana cadangan daerah; dan 

11. Lampiran 1.11 : Daftar pinjarnan daerah clan obligasi daerahl 

4.. Lam.piran 1.4 .: Rekapirulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daer~ dan fungsi dalam kerangka pengelolaan kcuangan ncgara; 

- - ---- - 
S.. .Lam.piran 1 .. 5: Daftar piutang daerah; - ---- - -·- - _ 

6.. Lampiran 1.6: Daftar pcnyertaan modal (inv·estasi) daerah; 

Paaal 10 

Catatan atas lapo:ran keuangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 .aya.t. fl) hurur g tahun anggaran 2019 memuat Informaai 
baik sccara kuantitatiC maupun. kualitatif atas pos .. pos laporan keuangan, 

P.aaal 11. 

Pe.rtanggungjmban pclaksanaan APBD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Iamplran I sampai dengan 
lampiran VII ymig merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini, yan.g terdiri. dari : 

a. Lampiran I .. Laporan realisasi anggaran; 

1. Lampiran I.. I·: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organieasi; 

2_. La.mpiran l.2; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan dacrah, organisasi, pen.dapatan, 
hclanja dan pembiayaan; 

3. La.mpiran. I.3: R.ckapitulasi realisasi anggaran belanja dac:rah menurut urusan pcmcrintahan daerah, organisasi, 
program. dan kegiatan; 
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Kctentuan Iebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ~bagai rincian. lebih lanjut dari 
~waban pclaksanaan APBD Kabupatc~ :Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 diatur lcbih lanjut dcngan Pcraturan 

BU.PatL" • 

• 
• Paaal 13 

paran · po -_- keu ng sebag Iman dimaksud dalam P sal 2 ayat (2) dalah ebagaimana tercantum dalam lampiran VIII 
d_ - Iampi - IX) - · mcn.tpakan bngian tidak tcrpisahkan dari Pcraturan D erah ini yang terdiri dari : 

Laporan kinerj tercantum; dan 

b lkhu. -_ r laporan 'keuangan. Badan Usaha Milik O.a·erah/ Perusahaan Oaerah 

Pua! 1.2 

.. Laporan a.nia ; dan 

I peran kcuangan. 

r. 
g ... 

c .. 

Peru, __ han 'Ekuit IV 
n,,. ......... ·v 

- ·plran 'VI 

Lam w 

d tam, . 
n_ c. 

h n 
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. . I LE.MBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 30 • 

~NOMOR REGISTRASI PERATURAN DA:ERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINS.I NUSA TENGOARA TIMUR: Ol/:zazi:, 

-- -· . . . 
- ----· ... - -- 

gkan di W~gapu 
-pada ggal--lS~~MBl:.t ~ . - -- ~- ·- 
SEKR ~RIS DAERAH 

~U 1\.TEN SUMBATIMUR,t • 

Ditctapkan di Waingapu 
pada tanggal IS $~f'EM8Ett ~ 

t BUPATI SUMBA TIMUJ)( 

Pual 14 
Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundan.gkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dcngan pencmpatannya dalam 
.Lcmbaran Daerah 'Kabupatcn Sumba Timur. 

BABDI 
KETENTUANPENUTUP . 
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Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukupjelas 

Pasal3 \ 
Cukup jelas I.J 

• • 
D. PASAL DEMI PASAL 

I. UMUM 
Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah,scbagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kcdua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rnemberi kcwenangan yang Iuas, nyata dan 
bertanggungjawab untuk mcmberdayakan masyarakat scrta meningkatkan penyelenggaraan pcmcrintahan, pembangunan 
dan pelayana.n kernasyarakatan, dan dengan bcrakhimya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019, maka Bupatiperlu mengajukan laporan kcuangan yang telah dipcriksa 
oleh Badan Pemeriksa .Kcuangan scbagai Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pend.apatan dan Belanja Dacrah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019. 

Untuk menindak lanjuti Peraturan P._em:_e~~ Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Ncgeri .Nomor 13 Tahun 2006 · teritang Pedornan Pcngelolaan Kcuangan Daerah, scbagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pcrubahan 
Kedua Atas Pcraturan Mcntcri Dalam Negcri Nomor 13 TahlJn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, maka 
sangat pcrlu melakukan Pcrtanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Kabupatcn Sumba 
Timur Tahun Anggaran 2019 Y!lllg discsuaikan dcngan .kctcntuan Peraturan Perundang-undangan .. 

PERTANGGU?fGJAWABAN PELAKSAlfAAN' 
AlfGQARA.lf PENDAPATAK DAN BELANJA DAERAH KABUPATE?I BUMBA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 201.9 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR. I TAHUN 2020 

TENT ANG 
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Pasal 4 
Cukupjelas 

-Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Culrup jelas 

Pasal 7 · 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
. Cukup jelae 
Paaal 14 . 

Cukupjelas 
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